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Abstrak

(A)Nama: Recky Yachop Pardosi

(B) Judul Skripsi: DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI
TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(C) Halaman:

(D) Kata Kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden,
KUHP

(E) Isi Abstrak:
Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana
diatur dalam UUD NRI 1945, menempatkan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi. Tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil
Presiden merupakan ketentuan dalam KUHP warisan Belanda yang
dianggap membatasi hak demokrasi dan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 013-022/PUU-1V/2006, Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137
KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Kemudian Pemerintah merekriminalisasi pasal tindak pidana
penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar
pertimbangan rekliminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap
Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan
undang-undang, historis dan konseptual, dan bahan hukum yang
digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menemukan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah
dan DPR RI dalam melakukan rekriminalisasi pasal tindak pidana
penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai
alasan hukum yang kuat karena substansi yang dirumuskan memiliki
kemiripan dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang
telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-1V/2006 karena
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip demokrasi,
termasuk hak asasi manusia. Pemerintah dalam melakukan
pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan selalu
berpedoman teguh pada UUD NRI 1945 agar tidak terkesan ingin
membatasi hak demokrasi rakyat dan setiap produk hukum yang
dibentuk dapat mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum.

(F) Acuan: 25 (1973-2015)

(G) Pembimbing:
Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(H) Penulis:
Recky Yachop Pardosi
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